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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN WONOGIRI 
  

                NOMOR : 14 TAHUN 2008              SERI : B    NOMOR : 3  

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

NOMOR    13   TAHUN  2008   
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KABUPATEN WONOGIRI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI WONOGIRI, 
 

Menimbang  : a. bahwa dengan bertambahnya fasilitas dan sarana pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Wonogiri, maka dipandang perlu ditunjang 

dengan sistim pembiayaan guna pemeliharaan yang memadai dengan 

tidak meninggalkan fungsi-fungsi sosial sebagai Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Wonogiri; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Wonogiri dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

pelayanan kesehatan dewasa ini; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan 

huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Wonogiri. 
 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3490 ); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
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Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia nomor 4048);  

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389 ); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun Nomor 4438); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001  Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578 ) ; 

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 

1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri ( Lembaran Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 7). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN WONOGIRI 

dan 

BUPATI WONOGIRI 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  

KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KABUPATEN WONOGIRI .  

 

 

 
 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Wonogiri. 

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD atau sebutan lainnya, 

adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata 

dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang 

dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan 

pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk 

pendidikan tenaga dan penelitian. 

5. Kepala Rumah Sakit adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wonogiri. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 

atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 

7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada 

seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan 

lainnya. 

8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, 

pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat 

inap. 

9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya 

untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat. 

10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, 

diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan 

menempati tempat tidur. 
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11. Pelayanan Rawat Inap Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, 

perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain 

dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari. 

12. Pelayanan Rawat Inap Intensif adalah pelayanan tingkat lanjut kepada pasien, dimana 

situasi dan keadan penyakitnya harus ditangani secara tepat dengan pengawasan ketat 

yang memerlukan ruang perawatan khusus, agar pasien tidak bertambah buruk/ jelek/ 

parah. 

13. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga 

medik. 

14. Tindakan Kedaruratan Medik adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya memberikan 

pertolongan kepada pasien yang mengalami kedaruratan medik. 

15. Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan. 

16. Tindakan Rawat Jalan adalah tindakan medik yang dilakukan bagi pasien yang menjalani 

perawatan rawat jalan 

17. Tindakan Medik Operatip adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan 

umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan. 

18. Tindakan Medik Non Operatip adalah tindakan tanpa pembedahan. 

19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis 

dan terapi. 

20. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi 

Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara 

ortotik/prostetik, bimbingan sosial Medik dan psikologis serta rehabilitasi lainnya. 

21. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya 

penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan 

mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit. 

22. Asuhan Keperawatan adalah suatu proses keperawatan yang mencakup pengkajian, 

diagnosis keperawatan, identifikasi tujuan, perencanaan, implementasi dan evaluasi 

pelayanan perawatan bagi setiap pasien. 

23. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit secara 

tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik. 

24. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi 

psikologi, gizi dan kosultasi lainnya 

25. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan 

hukum. 

26. Pemulasaran/Perawatan Jenasah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenasah, 

konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan. 

27. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan langsung 

maupun tidak langsung atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, 

diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya. 

28. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana dan 

fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai 

yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan 

rehabilitasi. 

29. Tempat Tidur di Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang 

Rawat Inap. 

30. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan 

atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam 

menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat. 
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31. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang  diberikan 

Rumah Sakit. 

32. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang/pribadi atau Badan. 

33. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 

Umum Daerah sebagai imbalan dari jasa pelayanan yang diterima oleh wajib retribusi. 

34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-

undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. 

35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat  STRD adalah surat untuk 

melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi  berupa bunga dan / atau denda. 

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat 

ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

37. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wonogiri. 

38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk 

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri 

yang memuat ketentuan pidana. 

39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah 

data  atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan 

kewajiban retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan Retribusi 

Daerah. 

40. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 

di bidang retribusi  yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
 

 

BAB II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

 

Pasal 2 
 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut biaya yang selanjutnya disebut tarip 

sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada RSUD. 

 

Pasal 3 
 

(1) Obyek Retribusi adalah Jasa Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh RSUD. 

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. rawat jalan poliklinik umum; 

b. rawat jalan poliklinik khusus; 

c. gawat darurat; 

d. rawat inap; 

e. pelayanan medik; 

f. persalinan; 

g. pemeriksaan laboratorium klinik; 

h. pemeriksaan radiologi; 

i. pemeriksaan diagnostik elektromedik; 

j. farmasi; 


